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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari kajian normatif berjudul “Tinjauan Figh
Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum
Indonesia”. Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua rumusan pertanyaan sebagai
berikut: Bagaimana Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum
Indonesia ?, serta Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah terhadap
Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia ?.

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research. Teknik
analisa data menggunakan data deskriptif kualitatif yang kemudian secara
sistematis menyusun data tersebut menjadi data yang konkrit mengenai upaya
pencegahan politik uang di pemilu Indonesia. Selain itu, data diolah dan dianalisis
menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dapat
meningkatkan kesadaran politik pemilih berbagai upaya sosialisasi (KPUD) yang
bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau panitia pengawas
(Panwas), dengan menggunakan berbagai instrumen media komunikasi atau media
massa, baik melalui cetak, elektronik, media sosial, maupun sarana-sarana
komunikasi efektif lainnya.

Sejalan kesimpulan berikut, bahwa para pihak yang melakukan politik uang
saat berkampanye harus diberi penegakan hukum yang tegas, sehingga kecurangan
yang dilakukan calon pemilu saat berkampanye dapat dihentikan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip
kehendak rakyat mayoritas. Kekuasaaan diamanatkan kepada para wakil yang
dipilih melalui pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat. Dengan
sistem politik demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang
lebih partisipatif, namun praktik demokrasi ini dalam sejarah perlaksanaannya
senantiasa mengalami kendala. Salah satunya adalah melemahnya kepercayaan
masyarakat terhadap para wakilnya baik yang duduk di jabatan eksekutif maupun
jabatan legislatif, hal ini dikarenakan melemahnya kiprah para wakil rakyat tersebut
dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat.!

Melemahnya kepercayaan masyarakat itu antara lain disebabkan oleh berbagai
bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang di lakukan oleh para elit politik yang ter
pilih dalam pemilu, terjadinya korupsi yang mengakibatkan tidak efektifnya penye
lenggaraan pemerintahan dalam meningkat kan kesejahteraan rakyat dan
mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi dan lainnya.
Kondisi ini bisa terjadi erat kaitannya dengan mahalnya biaya pemilu, yang
berakibat langsung pasca-pemilu, karena mereka yang berhutang untuk biaya

pemilu akan membalas jasa melalui berbagai konsesi kepada pihak yang membiayai

! Hariyani, “Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang Dan Sikap Pesimis Pemilih”, Jurnal
llmiah Komunikasi: Telaah teoritis dan konsep implementasinya, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2015-
Januari 2016), 178.



pemenangannya sehingga mengabaikan aspirasi masyarakat luas. Upaya untuk
mengembalikan hutang-hutang semasa pemilu harus diganti oleh uang rakyat dalam
APBD melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pemilu.?

Praktik jual beli suara semakin sulit untuk diatasi karena mekanisme
penegakan hukum yang tidak dilakukan dengan semestinya. Istilah politik uang
sendiri kurang jelas, namun istilah ini dirangkum sebagai praktik atau perilaku
korupsi politik hingga jual-beli suara dan tindakan kriminal. Ada semacam
konsensus diantara sarjana yang mengkaji Politik Indonesia bahwa money politics
adalah korupsi yang terkait dengan proses elektroral. Karena itu, politik uang
beroperasi dalam dua ranah. Pertama, ditingkat elite seperti calon presiden, DPR,
DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota yang maju dalam proses pemilihan. Setiap
calon harus merogoh kantongnya lebih dalam baik untuk sewa “perahu” partai,
kampanye, konsultan hinga berperkara ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, politik
uang di tingkat massa dalam bentuk jual beli suara ke pemilih.

Politik Uang diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa
uang milik partai atau pribadi). Publik memahami politik uang sebagai praktik
pemberian uang, barang, hadiah, pemberian fasilitas kepada masa (Voters) secara
berkelompok ataupun individual saat berkampanye sampai masa menjelang
pencoblosan pemilihan umum, untuk mendapatkan keuntungan politis (Political

again) agar para kandidat terpilih dalam pencalonan yang dilakukan saat pemilihan

2 Hepi Riza zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, Jurnal Al-‘4dalah,
Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), 525.

% Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang dan Dinamika Elektroral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal
Interaksi Antara “Party-Id” Dan Patron-Klien”, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 4 No. 1 (Maret-Juni),
47,



umum. Yang artinya tindakan money politic itu dilakukan secara sadar oleh
pelakunya.*

Kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah menjadi penyakit
yang kronis. Pelaku kecurangan menampilkan perilaku yang buruk sebagai sebuah
tanda kesalahan prosedur, misalnya dalam sebuah perhitungan suara ditingkat
kelurahan atau kecamatan. Selain itu, menyebut perilaku kecurangan sebagai
kesemrautan administratif seperti yang terlihat dalam simpang siur Daftar Pemilu
Tetap (DPT) yang terjadi setiap pelaksanaan pemilihan umum. Dari pengalaman
tersebut dapat dijelaskan mengenai berbagai kesalahan dan kesremautan adalah
bagian dari praktik kecurangan yang sudah sistematis. Kemudian kecurangan yang
lebih buruk adalah pembelian suara. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, tim
sukses atau tim anggota akan berkeliaran dikampung dan menawari sejumlah uang
dan menyediakan fasilitas, jika warga mau memilih calon yang dijagokan. Praktik
kecurangan seperti ini akan berlangsung selama masa kampanye hingga sampai saat
terakhir menjelang pencoblosan, tindakan tim anggota ini sangat mengerikan, dan
dikenal dengan sebutan “serangan fajar”. Praktik kecurangan seperti ini mencederai
demokrasi yang dibangun oleh negara, dan juga menghianati prinsip pemilihan
umum yang jujur, adil dan damai. Transaksi jual beli suara akan merendahkan
masyarakat dan membuat pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum tidak

akan menghargai masyarakat yang telah memilihnya.

4 Indra Ismawan, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu ( Yogyakarta : Penerbit Media
Presindo, 1999), 4.



Dalam kontek Indonesia, Tahun 2004 merupakan momen sejarah yang
penting bagi perjalanan kehidupan bangsa, dimana pada Tahun tersebut, untuk
pertama kalinya bangsa Indonesia melakukan pemilihan pemimpin Negara
(presiden) secara lansung. Kemudian diikuti dengan pemilihan kepala daerah
(selanjutnya disebut Pemilukada), provinsi dan kabupaten kota, diseluruh wilayah
Indonesia kecuali Yogyakarta yang merupakan daerah kesultanan yang mendapat
hak istimewa. Dalam perjalanannya, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan kepala
daerah sering menimbulkan masalah. Lemahnya formula suksesi berakibat pada
timbulnya krisis keamanan, ketidakstabilan sosial, dan revolusi internal. Untuk
menjamin kesinambungan pemerintahan dan peralihan kekuasaan secara damai,
maka mutlak diperlukan adanya pola pengangkatan kepala daerah yang kukuh
dalam pandangan umat pada masanya.®

Di Indonesia, dengan pemilihan serentak anggota DPR pusat dan daerah serta
pemilihan DPD yang kandidatnya dapat mencapai ribuan orang, izin penerimaan
dana kampanye kepada masing-masing kandidat peserta pemilihan umum akan
berpotensi melahirkan jual beli kursi parlemen diantara peserta pemilu dengan
pengusaha yang sama sama korup. Akibat pengaturan dana kampanye yang relatif
korup tersebut, tujuan mulia pemilihan umum untuk membentuk legislatif dan
eksekutif yang bebas korup tersebut menjadi terancam. Kepentingan politik-
ekonomi yang korup akan semakin menjauhkan anggota parlemen dan presiden

terpilih nantinya dari konstituen yang sesungguhnya, yakni rakyat.®

> M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Figh Siyasi
Sunni”, Jurnal Al-Risalah, Vol.12 No.2 (Desember 2012), 2.

6 Zuly Qodir, “Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya”, Jurnal
Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol.8 No.2 , 41 .



Di negara ini, dari segi peraturan perundang- undangan sangat melarang
umatnya dari perbuatan semacam itu. Adapun dalil Al-Quran yang dapat digunakan

mengenai politik uang terdapat dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 188 yang berbunyi :

o

2515 A B I 2 s s &) 00 s oy 1 1&g g
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Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada
hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Bagarah: 188).7

AN (LB — Ly e &1 Lom “”‘J;M)&JUJNJ“”‘MJ

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia berkata:
“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan
yang menerima suap”®

;c/
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Dari Abu Hurairah radliyallahu ’anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.””®

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik uang
sama dengan suap menyuap atau risywah. Sedangkan mengenai perbuatan suap
menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad SAW.

Pengaturan mengenai larangan untuk menyuap itu sendiri diturunkan Allah SWT.

" Al-Qur’an, 2:188.

8 Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, Kumpulan Kultum Setahun(Jilid:2), (Jakarta : Darul Falah),
261.

® Abu fawaz. “Suap Menyuap yang Halal dan yang Haram dalam Agama Islam”, dalam
https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-
agama-islam/, diakses pada 23 November 2020.



https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/
https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/

Bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala,
lebih dahulu daripada perintah melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini
menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauhi karena
dapat menyebabkan ketidakadilan,dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.
Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengkonsumsi dan menggunakan hasil
politik uang yang digiyaskan dengan suap menyuap ini adalah haram hukumnya.

Dari penjelasan diatas banyak problematika yang akan ditemukan, yaitu
diantaranya, melemahnya kepercayaan masyarakat kepada anggota calon pemilihan
umum karena dianggap bahwa semua calon pemilu hanya mengumbar janji,
sehingga selama mereka mendapatkan keuntungan kenapa tidak diambil, maka
kesemuanya ini menyebabkan politik uang semakin merajalela, penyalahgunaan
kekuasaan yang di lakukan oleh para elit politik yang terpilih dalam pemilu, yang
mengakibatkan tidak efektifnya peraturan perundang- udangan yang telah dibuat
mengenai penyelenggaraan pemilu yang bersih akan korup, janji yang diberikan
oleh calon pemilu dalam kampanye hanyalah buaian semata agar bisa
memenangkan pemilu. Jika politik uang terus menerus terjadi, maka perolehan
suara dala pemilihan umum tidak akan murni lagi, karena jual beli suara yang akan
menentukan dan merubah perolehan suara keterpilihan suatu kandidat.

Mengingat bahaya mengenai politik uang dalam pemilihan umum ini penting
untuk diangkat dan dianalisa guna memberikan pemahaman dan kesadaran kepada
masyarakat akan pentingnya penolakan politik uang dan mengikut sertakan
melawan politik uang tersebut, pendekatan yang dilakukan melalui keagamaan, dan

pemberian edukasi mengenai demokrasi poltitik terhadap masyarakat yang kurang



faham mengenai pemilihan umum dan praktik politik uang, secara spesifik dalam
penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya penanggulangan politik uang
dalam regulasi pemilihan umum di indonesia dan hukum politik uang dalam islam

tinjauan figh siyasah dusturiyah.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah yang akan timbul yaitu :

1.

2.

Suap/sogok saat kampanye

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang
Dampak-dampak terjadinya politik uang

Pencegahan politik uang berdasarkan Regulasi Pemilihan Umum Di
Indonesia

Pengawasan dan pencegahan politik uang menurut hukum islam / figh

siya>sah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dijabarkan maka

penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1.

Tinjauan Yuridis terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan
Umum Indonesia.
Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah terhadap Pencegahan Politik Uang

Dalam Pemilihan Umum Indonesia.



D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dikembangkan pertanyaan sebagai
berikut :

1. Bagaimana Upaya Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum
Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Figh Siyasah Dusturiyah terhadap Pencegahan

Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah uraian singkat ataupun sebuah penelitian tentang
masalah yang akan dikaji, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan
dilakukan tidak melakukan modifikasi atau penanggulangan terhadap
penelitian tersebut. Letiratur review ini dilakukan untuk mendeskripsikan
beberapa penelitian terbaru dengan tujuan penelitian yang sama yaitu
membahas isu yang berkaitan dengan politik uang di tim pemilu di Indonesia.
antara lain :

1. “Pengaruh Money Politics terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada
2015 Di Kabupaten Bulukumba™ Skripsi ini disusun oleh Andi Akbar.
Dalam skripsi ini  menjelaskan tentang faktor-faktor yang
melatarbelakangi masyarakat menerima Money Politics dan sejauh mana
pengaruh tersebut terhadap partisipasi politik masyarakat yang terbangun

dengan adanya tindakan Money Politics.2® Hal ini dilakukan untuk

10 Andi Akbar, Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015 Di
Kabuapaten Bulukumba, (Makassar: Repository Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2016), 1



membentuk pandangan masyarakat bahwa Money Politics memiliki
dampak-dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah
dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Perlu juga menekankan
kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam
jejak atau track record calon kepala daerah. Selain itu diharapkan dapat
mengontrol tindakan timses kandidat maupun kader-kader partai politik
agar bersama-sama berjuang secara fair.

2. “Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap perilaku pemilih
dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta
Selatan” Skripsi ini disusun oleh Yusuf Humaidi. Dalam skripsi ini
menjelaskan tentang praktik politik uang dan pengaruh pilihan politik
masyarakat di wilayah rukun warga 01 Kelurahan Bangka, Jakarta
Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014.** Politik uang dengan
demikian dapat dikatakan sebagai salah satu dampak negatif yang
dilakukan oleh caleg agar dapat mempengaruhi warga dalam memilih.
Lemahnya undang-undang dan kurangnya pengawasan berdampak pada

kegiatan praktik politik uang.

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka, secara garis besar tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengerahui secara umum

1 Yusuf Humaidi, Politik Uang dan Perikaku Politik, (Jakarta : Repository Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta 2017), 1



tentang upaya penanggulangan politik uang dalam pemilu, adapun yang lebih
khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan
pentingnya pencegahan politik uang dalam pemilihan umum Di
Indonesia

2. Untuk memahami tinjauan figh siyasah dusturiyah terhadap

pencegahan politik dalam pemilihan umum Di Indonesia.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam analisa yang akan dilakukan, terdapat aspek teoritis maupun

aspek praktis :

a. Aspek Teoritis

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara
teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu khususnya tentang bagaimana
upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan umum Di Indonesia. Serta
bagaimana tinjauan figh siyasah dari upaya pencegahan politik uang dalam
pemilihan umum Di Indonesia.

Aspek Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
hukum bagi pelaku kontestasi pemilhan umum, dan memberikan panduan

hukum bagi pemilih dan masyarakat.



H. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya penting penulis menjelaskan
judul dalam penelitian ini dari permasalahan yang akan penulis bahas. Dalam
penelitian ini dengan harapan agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi
kesalahpahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas adalah
“Tinjauan figh siyasah dusturiyah terhadap pencegahan politik uang
dalam pemilihan umum Di Indonesia”.

Untuk lebih jelasnya, akan penulis jelaskan tentang istilah-istilah yang
akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah — istilah yang
akan dipakai dalam pembahasan judul adalah :

a. Figh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara
lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.*?

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh

karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya

2 Muhammad Igbal, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: Kencana, 2014), 177



membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenubhi
kebutuhannya.®
b. Pencegahan Politik Uang
Upaya pencegahan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu
maksud dengan suatu proses untuk mencegah suatu kejahatan. Upaya
pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Arif Barda Nawawi di atas
memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau
kejahatan maka lebih menitikberatkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan preventif dan upaya pencegahan
setelah terjadinya kejahatan represif.'4
Politik uang atau Money politic adalah suatu upaya memengaruhi
orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat
juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta
tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk
mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (Money politic) dapat diartikan
sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan
imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual

beli suara pada proses politik dan kekuasaan.®

13 H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah,
(Jakarta : Kencana, 2003), 47.

14 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2002), 68.

15 Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak ,(Bandung: PT Mizan Publika 2015), 155.



Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya praktik
politik uang adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat dan dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum
seperti KPU, BAWASLU atau lembaga-lembaga non pemerintah yang
mempunyai tanggung jawab terhadap edukasi politik kepada masyarakat.
Masyarakat harus mengetahui dampak politik uang terhadap hukum bagi
penerima dan pemberinya, pemberian informasi yang aktual mengenai
dampak-dampak yang terjadi harus di informasikan secara gencar kepada
masyarakat, agar masyarakat faham, dan tidak terpengaruh oleh politik
uang di saat kampanye pemilihan umum. Masyarakat juga harus diedukasi
untuk menolak politik uang dan berani melaporkan pelaku yang melakukan
praktik politik uang saat pemilihan umum. Peran civil society harus terus
bergerak secara intensif dalam memberikan arahan kepada masyarakat
agar tidak terpedaya oleh pesta demokrasi yang dilakukan para kandidat
yang berusaha mempertahankan jabatan atas kekuasaan yang
dinikmatinya.

Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota
DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.



Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk menterjemahkan praktek
demokrasi dan kedaulatan rakyat agar Pemerintahan yang terbentuk
merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan
untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaran. Dalam konteks
tersebut tentunya organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga
masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau
dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang
disebut negara. Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada
prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri
atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi
menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan

bersama.1®

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif ( nomative law research ) adalah penelitian
dengan memaparkan secara lengkap dan rinci dan sistematis tentang
beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan
suatu putusan pengadilan.t’” Teknik sampling dibagi menjadi dua

kelompok yaitu probability sampling dan non probability sampling. Pada

16 Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi,
Vol. 11 No. 3 (September 2014), 527.
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

101.



penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling. Menurut
Sugiyono (2017:82) “probability sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Probability
sampling terdiri dari simple random sampling, proponate stratified random
sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster)
sampling. Pada penelitian ini peneliti menggunakan simple random
sampling, kemudian menurut Sugiyono (2017:82) Simple Random
Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu tahap-tahapan sebagai berikut :
Data yang dikumpulkan
1) Data mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik
2)  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
3)  Peraturan PKPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum
4)  Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
mengenai Politik Uang
5)  Peraturan Perundang-undangan tentang Regulasi Pemilihan Umum
2. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil



penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau

bahan pustaka yang bekaitan dengan masalah atau materi penelitian.'®

Sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari
ketentuan suatu perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan
pengadilan yang meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

2) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

3) Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

4) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum

5) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

6) Peraturan Koomisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

7) Peraturan BAWASLU No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

8) Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
umum Angggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

18 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 34.



9) Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kampanye

10) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau
buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal,
Majalah, Artikel, Internet, dil.

3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang akan diperlukan dalam penelitian ini,
maka diambil dari sumbernya yaitu ( Undang-undang, Buku, Jurnal,
Artikel, Koran, dan Internet). Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, dan

menelaah maupun mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data
Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian



fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan memberikan
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.*®
5. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan
permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Dan
berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusun suatu kesimpulan dan
rekomendasi ataupun saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam

membenahi persoalan yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan dalam penelitian (skripsi) ini mengarah kepada maksud
yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini penulis susun menjadi lima
bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan, bab ini berisi langkah-langkah penelitian yang
berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum. Terdiri
dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, definisi operasional metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

19 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.



Bab Il Kerangka Konseptual, bab ini berisi kerangka konseptual,
tinjauan upaya penanggulangan politik uang yang meliputi: Definisi,
Siya>sah Dustu>riyah, Politik Uang dalam Hukum Islam

Bab 11l Data Penelitian, memuat data penjelasan penelitian tentang
terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum, tugas, fungsinya. Serta
pembahasan Upaya Penanggulangan Politik Uang dalam Regulasi Pemilu
Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum anggota DPR,DPD, dan DPRD

Bab IV Analisis Data, memuat pembahasan Upaya Penanggulangan
Politik Uang dalam Regulasi Pemilu untuk menjawab masalah Figh
Siyasah Dusturiyah.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari
rumusan masalah yang dibaas dalam skripsi ini. Dan diakhiri dengan

penyampaian saran.



BABII
KONSEP FIQH SIYASAH DAN PENCEGAHAN MONEY POLITICDALAM
PEMILIHAN UMUM

A. Teori Figh Siyasah
1. Figh Siyasah

Kata figh secara bahasa adalah sebuah pemahaman dan
pengertian terhadap suatu ucapan dan perilaku manusia. Secara
istilah, menurut para ulama-ulama syara’ (Hukum Islam), figh adalah
ilmu yang berkaitan dengan hukum yang selaras dengan syara’
mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang tafsil
(terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya,
Alguran dan Sunnah).?

Kata Siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang
artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan
memerintah. Kata sasa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang
artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan
pemerintah.?! Secara terminologis, siyasah adalah seluruh perilaku
yang mengantarkan manusia lebih dekat dengan kebaikan dan
menjauhi kejelekan, sekalipun rasulullah tidak menentukannya dan

Allah tidak menentukan.

20, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran , (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1994), 21.
2L Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6.



Siyasah Dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara. Dalam pembahasan mengenai
bab siyasah dusturiyah meliputi konsep konstitusi (undang-undang
dasar negara beserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut),
legislasi (cara merumuskan suatu peraturan perundang-undangan),
lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi
pelaksanaan atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-
undangan tersebut.??

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang
siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat macam:%

1) Konstitusi
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah
perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber
material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun
penafsiran.
2) Legislasi
Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sultah al-
tashri ‘iyyah, artinya adalah kekuasaan pemerintah islam dalam
membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan

salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam

22 Djazuli, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 47.
23 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25.



mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain
seperti al-sulthah al-tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan al-
sultah al-qadaiyyah, kekuasaan yudikatif.
3) Ummah
Dalam konsep islam, ummah diartikan dalam empat macam,
yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman;
penganut suatu agama dan pengikut nabi; khalayak ramai dan;
umum, seluruh umat manusia.
4) Shura atau demokrasi
Kata shura berasal dari kata shawara mushawaratan, artinya
mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di
Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang
diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh
kebaikan.
2. Ruang Lingkup Figh Siya>sah
Dalam menentukan ruang lingkup figh siya>sah, para ulama berbeda
pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang
lingkup figh siya>sah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab figh
siya>sahnya yang berjudul al-ahkam al-sulthaniyyah yang membagi
ruang lingkup figh siya>sah menjadi lima bagian antara lain :?*
1) Siyasah Dusturiyah

2) Siyasah Maliyah

24 1bid. , 26.



3) Siyasah Qadaiyyah
4) Siyasah Harbiah
3) Siyasah Idariyyah

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul a/-Siyasahal-

Syar’iyyah membagikan ruang lingkup figh siyasah sebagai berikut:

1) Siyasah Qadaiyyah

2) Siyasah Idariyyah

3) Siyasah Maliyyah

4) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah

Sedangkan menurut T.M. Hasbi membagi ruang lingkup figh

siyasah kedalam delapan bagian, diantaranya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Siyasah Dusturiyyah Shar’iyyah kebijaksanaan tentang perintah
perundang-undangan;

Siyasah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang
penetapan hukum;

Siyasah Qadaiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan;
Siyasah Maliyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan
moneter;

Siyasah Idariyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi
Negara;

Siyvasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Shar’iyyah yaitu
kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional,

Siyasah Tandfiziyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan;



8)

Siyasah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-

undang.

Namun dari pembagian ruang lingkup figh siya>sah oleh beberapa

ulama, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian

pokok diantaranya:?

1)

2)

3)

Politik perundang-undangan atau Siya>sah Dustu>riyyah. Bagian ini
meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyyah oleh
lembaga legislatif, peradilan atau gadaiyyah oleh lembaga yudikatif,
dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau
eksekutif.

Politik luar negeri atau siya>sah dauliyyah/siyasah kharjiyyah.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang
muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian
ini juga ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah yang
mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang,
pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.

Politik keuangan dan moneter atau Siyasah Maliyyah, yang antara lain
membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak

publik, pajak dan perbankan.?®

% 1bid. , 27.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 13.



3. Sumber Hukum Figh Siya>sah
1) Al-Qur’an
Al-Qur’an ialah sumber pokok aturan agama islam yang paling utama
untuk dijadikan dasar didalam menentukan hukum. Al-quran berisi
tentang kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk
ragam aturan dan hukum di dalamnya. Karena al-Qur’an diyakini
bersumber dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap
muslim wajib mengakuinya sebagai pondasi segala macam
superstruktur islam.?”  Al-qur’an berisi tentang berbagai persoalan
kehidupan sampai kehidupan akhirat serta menceritakan nabi-nabi
sebelumnya dan juga membahas aturan dan hukuman, dan berikut

adalah ayat yang menjelaskan permasalahan yang dimuat oleh penulis

%\/\/\ . SJ_E_,J\%) :jo)/af. (i-éj/‘j éi\i

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu
membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat
memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah:
188).%

27 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.
28 Al-Qur’an, 2:188.



2) Sunnah

Sunnah secara harfiah ialah suatu praktek kehidupan yang
membudaya serta melekat atau suatu norma perilaku yang diterima
secara terbuka oleh masyarakat yang meyakininya dan meliputi
segenap ucapan dan tingkah laku serta ketetapan Nabi Muhammad.
Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa
orang (Sahabat Nabi) yang mengetahui langsung kejadian tersebut
dan disampaikan dari generasi ke generasi atau sejak zaman nabi
hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti
sederetan perawi yang berkesinambungan.?® Berikut ini hadis yang

dirasa masuk dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis :*°

—okoy ade & dom B Js2g (8 6 p28 o3 B 32

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia
berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang
yang memberi suap dan yang menerima suap” (HR. Ahmad 11/387
no.9019, At-Tirmidzi [11/622 no0.1387, lIbnu Hibban XI/467
no.5076. Dan dinyatakan Shohih oleh syaikh Al-Albani di dalam
Shohih At-Targhib wa At-Tarhib 11/261 no.2212).

Ls.:d\j.“ _V-ij 4.3..1.9 di)\ le.nﬁ_ ;ﬁ\ J}:ﬂj &/j J\.; S;.D.’;.i L%

29 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53.

% Muhammad Washito Abu Fawaz, “Suap Menyuap yang Halal dan Haram dalam Agama Islam”
dalam  https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-
dalam-agama-islam/ Diakses pada 23 November 2020.
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Dari Abu Hurairah radliyallahu ’anhu, ia berkata: “Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan
yang disuap dalam masalah hukum.” (HR. Ahmad II/387 n0.9019,
At-Tirmidzi 111/622 no0.1387, Ibnu Hibban X1/467 no.5076. Dan
dinyatakan Shohih oleh syaikh Al-Albani di dalam Shohih At-
Targhib wa At-Tarhib 11/261 no.2212).

3) Ijma’

Dalam hukum islam ijma’ ialah suatu keputusan bersama yang
timbul untuk menentukan suatu hukum vyang baik demi
kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini
muncul dari pemikiran beberapa kalangan ulama, mufti, ahli fikih
maupun dari jajaran pemerintahan. Dan apabila di dalam
musyawarah tersebut ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan
hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, berarti ijma’
tersebut dinyatakan batal. Bahkan sogok itu haram berdasarkan
ijma '(kesepakatan ulama). Uang sogok atau suap atau disebut

risywah dikatakan oleh Ibnul 'Arobi®!

AN G e Gz dls (o3 0o 4 FE @3 JU 8

“ Segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang
punya gudang dan menolong dalam hal yang tidak halal. ”

a. Ijmak gati al-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu
sumber hukum yang dihasilkan dari pemikiran ijmak ini
adalah gati. Jadi, tidak ada pilihan lain untuk

menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum

31 Muhammad Abduh Tuasikal, “Money Politik dalam Pemilu”, dalam https://rumaysho.com/257-
money-politik-dan-pemilu.html, diakses pada 14 November 2020
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4) Qiyas

hasil ijmak tersebut, serta tidak ada jalan lain lagi untuk
berijtihad terhadap peristiwa yang telah ditetapkan dan
disepakati oleh ijmak itu. Ijmak yang gat ‘i al-dalalah
adalah ijmak sarih. Ijmak ini sudah mencapai hasil final
dalam suatu musyawarah bersama untuk menetukan
hasil mufakat.

Ijmak zannial-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu
hukum yang telah dihasilkan dari ijmak ini merupakan
zanni (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan
suatu hukumnya berdasar ijmak ini masih saja bisa
dijadikan sasaran ijtihad oleh para mujtahid lainnya.
Sebab hal ini baru merupakan hasil dari sebagian para
mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijmak yang kedua ini

adalah ijmak sukuti.

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk

memecahkan suatu permasalah yang berkenaan dengan legalitas

suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan

positif atau negatif antara bentuk suatu perilaku yang satu dengan

bentuk perilaku lainnya dengan prinsip umum.®® Metode giyas ini

biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada

32 Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi’i, ( Jakarta:Islamic Center),

101

33 khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 56.



permasalahan yang banyak dan umum. gqiyas biasanya
menggunakan sumber dari dalil-dalil al-quran maupun hadist yang

sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang sedang terjadi.

B. Tinjauan Politik Uang

1. Tinjauan Politik Uang

a. Definisi Politik Uang

Secara umum, politik uang (money politic) diartikan sebagai upaya
yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang
lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat
berupa uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu,
Yusril Thza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan
menyatakan bahwa money politic dilakukan dengan tujuan untuk
mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi.>* Johny Lomulus
menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan atau tindakan
memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai
politik agar masuk sebagai calon yang definitif atau masyarakat
pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan
pemberi bayaran atau bantuan tersebut.*

Awal Rahmat menyatakan Pergeseran istilah money politics ke

dalam istilahan moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan

3 Indra Ismawan, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, (Yogyakarta: Media Presindo,

1999), 4.

3 Indra Ismawan, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, (Yogyakarta: Media Presindo,

1999), 4.



perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang
memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah
menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal
formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu
dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang
tersimpan di balik perilaku politik (political behaviour) sehingga
dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian
yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti
sesungguhnya sebagai bantuan.

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin
masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa
agamawan menyatakan bahwa money politics itu haram, penilaian
beberapa agamawan yang lain tidak seekstreem itu. Menteri Agama
Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam money politics
Pengaruh Uang dalam Pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan
hukum pratik money politics haram. Dia mengaku sulit mengatakan
hukumnya dengan dalildalil yang jelas berkaitan langsung dengan
soal ini.%

Dalam momen seperti ini, uang merupakan alat kampanye yang
sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon

kepala daerah tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi

% La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo, “Persepsi Masyarakat Terhadap
Politik Uang Pada Pilkada Serentak ”, Jurnal Neo Sociteal, Vol. 2 No. 1, 3.



tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon kepala daerah, tetapi
kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu.
Praktik money politic tumbuh subur hampir disetiap daerah yang ada
di Indonesia.

b. Bentuk-Bentuk Politik Uang
Berikut tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:®’
1) Berbentuk Uang (Cash Money)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius,
uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat
strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya
uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan
faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal
seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis
terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan.
Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan
kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui
berbagai sarana, termasuk uang.*

2) Berbentuk Fasilitas Umum (Public Facilities)

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para

calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya.

Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun

37 Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia (Semarang: Rasail, 2006), 24.
38 Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001),
95.



fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik
pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak
hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para
calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya.
Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat
dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya.
Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis,
yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan
kecil (gang-gang), dan sebagainya.
c. Strategi Politik Uang (Money Politics Strategy)

Dalam persepsi sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini
dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi
dalam realita permainan politik. Karena interaksi politik memang
meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan
timbal balik (reciprocity). Dengan kata lain, relasi resiprositas
merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang
seimbang. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money
politic, sebagai berikut:

1) Serangan Fajar
Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk

menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang

% Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014:
Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal IImu Pemerintahan (Maret, 2015), 3.



dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan
calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik.
Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat
menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan
pemilihan umum.
2) Mobilisasi Masa
Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang
melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah
uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai
politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang
lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada
saat kampanye akan memilihnya kelak.*°
d. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Politik Uang
Beberapa ahli memberikan analisis terkait penyebab terjadinya
politik uang, seperti yang dirangkum oleh Taufig (2014) dalam Studi
Kasus Pada Pemilu Legislatif. Penyebab terjadinya politik uang antara
lain :#
1) Sistem Proporsional Terbuka.
Sistem ini dianggap paling ideal, dapat menciptakan iklim
kompetisi di antara sesama calon dalam satu partai, dan dianggap

lebih demokratis. Hanya calon yang meraih dukungan penuh dari

40 Ibid. , 4.
4l Hariyani, “Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih”, Jurnal
limiah Komunikasi Makna, Vol. 6 No. 2,( Agustus 2015-Januari 2016). 179.



2)

3)

rakyatlah yang dapat duduk di kursi kepemimpinan. Namun
sistem ini tidak lepas dari kritik, karena membuka peluang
terjadinya praktek politik uang yang justru dianggap tidak
mendidik masyarakat dan membuat biaya kampanye mahal
(Effendy, 2012).

Deideologisasi Politik.

Thohari (2014) mengulas tentang asal muasal pergeseran
politik ideologi ke politik non-ideologi yang berorientasi
pemecahan masalah dan pragmatisme. Menurutnya, dulu untuk
menghindari  konflik ideologi yang cenderung Keras,
diberlakukan kebijakan deideologisasi politik, terutama melalui
asas tunggal. Deideologi pada perkembangannya bersifat eksesif
dan depolitisasi. Partaipartai politik dilarang menonjolkan
ideologi dalam setiap kontestasi transisi kekuasaan, apalagi
bersifat ideology-oriented, tetapi harus tampil dengan pendekatan
program dan penyelesaian masalah.

Mental materialisme & konsumerime

Menurut Firmanzah (2008), politik uang terjadi karena semua
elemen yang terlibat dalam urusan politik memandang penting
materi. Baik pemilih maupun kontestan sama-sama menekankan
aspek materi, sehingga segalanya harus diuangkan dan dijadikan

obyek. Semakin mahal dan gemerlap obyek yang dikonsumsi,



4)

5)

semakin tinggi nilai individu atau manusia tersebut dalam
struktur dan interaksi sosial bermasyarakat.
Komunikasi partai politik kepada rakyat sangat minim.

Asrinaldi (2014) berpendapat bahwa maraknya politik uang
disebabkan pola komunikasi partai politik dengan masyarakat
hanya massif pada saat menjelang pemilu saja. Seusai pemilu,
masyarakat ditinggalkan begitu saja dan bahkan tidak ada
komunikasi sama sekali sehingga masyarakat menjadi alergi
dengan ide-ide dan gagasan serta ideologi partai politik.
Akibatnya, relasi transaksional (ada uang, ada suara) menjadi
satu-satunya pendekatan yang digunakan oleh masyarakat.
Politisi menggunakan uang untuk memobilisasi dukungan.

Salah satu faktor yang memengaruhi maraknya praktik politik
uang adalah calon selalu menggunakan uang untuk memaobilisasi

pemilih.

2. Pencegahan Politik Uang dalam Regulasi Pemilu
Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,

a.

dan DPRD mengenai politik uang telah diatur dalam beberapa pasal

yaitu:

1)

Dalam Pasal 84 UU no. 8 Tahun 2012 dikatakan :
“Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu

dilarang menjanji-janjikan atau memberikan imbalan kepada



2)

3)

pemilih untuk :a. Tidak menggunakan hak pilihnya; b.
Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c.
Memilih parpol peserta pemilu tertentu; dan/atau d. Memilih
calon anggota DPD tertentu”.

Dalam Pasal 86 Ayat (1) poin j dikatakan :

“Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang
menjanjikan atau materi lainnya kepada peserta kampanye
pemilu”.

Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD dikatakan :

“Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung untuk: a. Tidak menggunakan hak pilihnya ; b.
Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c.
Memilih parpol peserta pemilu tertentu; dan/atau d. Memilih
calon anggota DPD tertentu; d. Memilih calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. Memilih
calon anggota anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana

diatur dalam UU ini”.



b.

C.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengenai politik

uang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 117 ayat

(2) yaitu:

1)

2)

3)

Dalam Pasal 82 ayat (1) Pasangan calon dan/tim kampanye
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
lainnya untuk memengaruhi pemilih.

Ayat (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon
oleh DPRD.

Pasal 117 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi
atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang
supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih calon
pasangan tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah,
diancm dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

yaitu :

1)

Dalam Pasal 41 ayat (1) poin h dan j: “pelaksana, peserta, dan

petugas Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah,



tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
kampanye.

2) Pasal 215: “Setiap pelaksana Kampanye yang dengan sengaja
menjanjikan atau memberikan uang ataupun materi lainnya
sebagai bentuk imbalan kepada peserta kampanye secara
langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau
memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya
untuk memilih dengan cara terntentu sehingga surat suaranya
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf
J, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp.24.0000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3) Pasal 216: Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),
dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

d. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas

mengatur larangan melakukan money politic terutama pada pasal 73

yang berbunyi:



1)

2)

3)

4)

Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan uang atau
materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan
dan/atau pemilih.
Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi
dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pidana sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim
kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjajikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk:
a)  Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak
pilih;
b)  Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

mengakibatkan suara tidak sah; dan



c)  Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak
memilih calon tertentu.

Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela

atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum :

1) Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas
diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2) Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik
masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang
profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan

akuntabilitas;



3)

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum perlu diganti;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

Pemilihan Umum dalam pasal 25 yang menyatakan larangan politik

uang saat berkampanye :

1)

2)

Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu

dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan

ayat (2).

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai

Politik, dengan metode:

a) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan
nomor urutnya; dan

b) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis
kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari

sebelum kegiatan dilaksanakan.



h.

3)

4)

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang
mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri Khusus atau
karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:

a)  penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

b)  pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
atau

c)  mediasosial,

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di

luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1).

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang

memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau

karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media
elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda
gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan

Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum

dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2).

Peraturan BAWASLU No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 Ayat (5) dan

(6) berbunyi sebagai berikut:

1)

Mekanisme penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu

dengan penyelenggara Pemilu dilakukan dengan cara:



a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;

d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2)  Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi

antar Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c) melakukan Mediasi terhadap para pihak yang bersengketa;
dan

d) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu apabila
tidak tercapai mufakat diantara para pihak yang

bersengketa.

3. Pencegahan Politik Uang dalam Perspektif Islam
a. Politik Uang Membajak Nilai Etik Sosial dan Agama
Dalam sejarah politik dunia tidak pernah mencatat uang sebagai

“satu-satunya penguasa” yang paling menentukan. Namun tidak



terkecuali masyarakat Indonesia yang agamis (religious), uang tetap
menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan kekuasaan. Karena
prinsipnya, uang adalah saudara kembar kekuasaan. Dalam
penelitiannya, Rose Ackerman (1999) dan Bardhan (1997),
sebagaimana  dikutip Ahmad  Khoirul  Umam, pernah
mempertanyakan trend yang sering bermunculan di sejumlah negara
demokrasi baru di kawasan Asia. Mengapa banyak politikus dan
partai politik yang jelas-jelas diketahui korup, tetapi masih juga
mendapatkan tingkat keterpilihan dan dukungan publik yang tinggi di
pemilu selanjutnya. Tidakkah ada sanksi politik publik melalui
mekanisme demokrasi yang memfasilitasi rakyat untuk melakukan
perubahan dan menyingkirkan para penguasa korup di kekuasaan.
Jawaban pertanyaan itu ternyata berimplikasi pada aspek sosial
budaya masyarakat Asia yang ternyata dinilai cenderung bisa
menoleransi praktik praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya.
Tindakan korupsi tersebut dianggap terlah bercampur dan membaur
dengan sistem budaya yang sarat dengan muatan nilai-nilai luhur,
etika dan nilai-nilai social keagamaan masyarakatnya.

Dengan legitimasi etik tersebut, menjadi lazim jika kemudian
muncul sentiment negative dari public terhadap figur atau lembaga-
lembaga politik yang memproduksi tindakan korupsi di sekitarnya.
Money politic yang diserahkan kandidat dan politikus kepada para

pemuka agama, tokoh adat, dan lembaga-lembaga sosial maupun



kegamaan, sebagai agenda penjaringan vote getters, misalnya, dengan
leluasa dilakukan atas nama hibah, hadiah, bisyaroh, syariah, atau
bahkan infak dan sedekah, ditujukan kepada kelompok-kelompok
miskin dan marginal

Sogok dan perilaku suap telah dikemas sedemikian rupa dengan
sampul budaya dan nilai-nilai agama hingga mengaburkan substansi
yang menjadi motivasi dasar tindakannya. Heidenheimer pernah
menegaskan bahwa telah terjadi pencampuradukan nilai-nilai koruptif
dan nuansa moral-etik dalam kehidupan masyarakat kontemporer.
Karena semakin banyak pertukaran korupsi maka semakin mirip

dengan pertukaran social-etik pada umumnya.*?

b. Risywah atau Rasya (Suap/Sogok)

Politik uang sama dengan suap menyuap atau riswyah. Sedangkan
mengenai perbuatan suap menyuap ini, laranganya telah diturunkan
sejak awal kenabian Muhammad Saw. Peraturan mengenai larangan
untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan oleh
Allah Swt. Bersamaan dengan larangan melakukan praktik
penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu daripada perintah

melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa

42 M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada dalam Perspektif Figh Siyasi
Sunni”, Jurnal Al-Risalah JISH, Vol.12 No.2, Desember 2012, 19



perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauhi karena dapat
menyebabkan ketidakadilan Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum
menggunakan maupun mengkonsumsi hasil politik uang yang
digiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan

dasarnya dalam Alquran yaitu:

S i 53 8 st &L )T i oy i K g s
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Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu
membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat
memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Bagarah: 188).%3
Firman Allah dalam Surat Al-Bagarah [2]: 188 ini melarang
manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil,
yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara
melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-
upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal

manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu

kecurangan.**

Alquran Q.s. al-Nisa’ [4]: 29 yang berbunyi:

4 Al-Qur’an, 2:188.
4 Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, Jurnal Al- ‘Adalah,
Vol. XIlI, No. 3, (Juni 2015), 534
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu.*®

Surat al-Nisa' [4]: 29 ini di samping menyampaikan larang
memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan
jalan-keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian
maupun perikatan yang dibenarkan me ngenai harta sesama. firman

Allah Swt. Surat al-Anfél [8]: 25 yang berbunyi:

5033420 85 35 bl s 51 Gl

Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan

yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik)
itu tidak menyukainya. 46

Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap

menyuap, yaitu:*’

G~y e B Lom &1 Jstg o0 J6 PREER PR

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia
berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang
yang memberi suap dan yang menerima suap”

4 Al-Qur’an, 4:29.

4 Al-qur’an, 8:25.

47 Muhammad Washito Abu Fawaz, “Suap Menyuap yang Halal dan Haram dalam Agama Islam”
dalam  https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-
dalam-agama-islam/ Diakses pada 23 November 2020.



https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/
https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/

6.\?\;5\ _V-J-Mj 4.:1.9 dj)\ Lsol-«ﬂ_ /:»\ J}LJ ;J,/xj JL; é};}i L%
SR i
Dari Abu Hurairah radliyallahu ’anhu, ia berkata: “Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan
yang disuap dalam masalah hukum.”

-
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c. Macam-macam Suap/Sogok

1)

2)

Suap untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil
Setiap sesuatu yang yang dijadikan sarana untuk menolong
kebatilan atas kebenaran adalah haram hukumnya. Dengan
demikian, suap yang secara jelas membatilkan kebenaran atau
membenarkan yang batil, diharamkan dalam Islam serta harta
yang menjadi suap itu haram dimakan. Adapun dosanya
ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu penyuap dan penerima
suap.

Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan
serta kezaliman

Adapun risywah atau suap untuk menghilangkan kezaliman,
ulama berbeda persepsi ada yang tidak membolehkan, dan ada
yang membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan adalah
Imam as-Syaukani, alasannya berdasarkan tekstual ayat secara
umum. Pada dasarnya harta individu muslim haram bagi muslim
lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-

Bagarah ayat 188™:
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Wahai orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*®
Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan
Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi
loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama
yang harus dijadikan pegangan. Karena itu, seorang muslim
diharuskan menutup jalan jangan sampai memberi kesempatan
kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak
benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya,
sebagaimana suap yang banyak ditempuh orang saat ini. Cara ini

jelas diharamkan oleh Allah SWT, semakin tinggi kedudukan

yang diraih semakin besar pula dosa yang ditanggungnya.

Menipu umat itu diharamkan. Karena itu, Rasulullah Saw
menyatakan bahwa Allah mengharamkan masuk sorga orang
yang menipu dalam jabatannya dan mempercayakan suatu
jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, karena itu berarti

menipu umat.

48 Al-qur’an, 2:188.



Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa nabi bersabda;*°

('..l...wj ale & e & Jew, JB 1 U s & I N Y
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“Jika amanat-amanat itu disiasiakan, maka tunggu saat
kehancurannya” Ditanyakan, bagaimana siasianya? Rasul

menjawab; “Jika perkara diserahkan kepada orang yang bukan

ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (al-Bukhariy,
1997: 5496)

Dalam hal ini terdapat juga hadis dari Abi Hamid as-Sa’idi
dari Ibadah yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Nabi

bersabda:

(T oly) Jske Jlandl L T

“Hadiah yang diterima pejabat itu suatu merupakan suatu
kecurangan” (H.R Ahmad: 22495)%°

d. Al-Ghulul (Khianat)
Secara istilah J s diartikan dengan: Pengkhianatan yang tersembunyi
Letond |3 s Baal) oo gy Lot Jslil
“Mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang sebelum

dibagi”.5!
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49 Amelia, “ Korupsi Dalam Tinjuan Hukum Islam”, Jurnal Juris, Vol 9 No.1, 70.
%0 Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Jurnal Juris, Vol. 9 No. 1 (Juni 2010), 71.
1 1bid. , 73.



"Ghulul adalah adalah perbuatan khianat, pada asalnya

bermakna pencurian terhadap harta ghanimah sebelum dibagi
n 52

Lafal al-ghulul dapat dijumpai dalam surat ali-Imran ayat
161:

f)o;/é.i .y’ ('.fﬁj o, i/ ;/
Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat
dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian

setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa
yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.>®

Ayat ini turun pada peristiwa perang Badar (tahun 2 Hijrah), Ibnu
Abbas berkata ayat ini turun berkenaan dengan kasus beludru merah
yang hilang pada waktu perang Badar. Beberapa orang mengatakan
Barangkali Rasulullah mengambilnya, maka Allah menurunkan ayat
ini, yang menegaskan bahwa tidak mungkin dalam suatu waktu dan
keadaan seorang nabi berkhianat, karena salah satu sifat mutlak Nabi
adalah amanat, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi apalagi
Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar
melakukan pengkhianatan. Barangsiapa yang berkhianat dalam
urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari

kiamat ia akan datang membawa apa yang dia khianatkan, kemudian

52 1bid. , 73.

53 Al-Qur’an, 3:161.



tiap-tiap diri akan diberi pembalasan sempurna lagi setimpal tentang
apa yang ia kerjakan baik ataupun buruk, sedang mereka tidak
dianiaya sedikitpun. Bahkan yang berbuat baik akan diberi ganjaran
yang berlebih.>*

e. As-Suhtu (Sesuatu yang Haram dan Kotor)

Kata as-suhtu bisa kita temui dalam Surat al-Maidah ayat 42 :

e e e e a4 Ll e L
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Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan
(makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang
kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah
putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika
engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan
membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan
(perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang adil.>®

Ibn Ruslan mengartikan lafaz “al-suhtu” dalam Q.s. al-Ma'idah
Ayat 5: 42 tersebut dengan “hasil suap” itu merujuk kepada
pengertian lafaz “al-suhtu” menurut Ibn Mas ud r.a., yaitu memberi
hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal ini Abl Wa'il
seorang mujtahid dari kalangan tabi’in menegaskan bahwa seorang
yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan
sesungguhnya dia telah memakan hasil suap. Oleh karena itu,

memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan

54 Amelia, “Korupsi Dalam Tinjuan Hukum Islam”, Jurnal Juris, Vol 9 No. 1, 73.
55 Al-Qur’an, 5:42.



Allah dan Rasul-Nya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang men jadi
kriteria penetapan hukum (‘illah hukum) suap-menyuap. Karena
terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka
perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan
demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan
hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka
sedikitnyapun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah
perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau

banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima.>®

4. Dampak Terjadinya Politik Uang
Money politic dalam pemilu/pilkada memiliki beberapa dampak negatif,
beberapa diantaranya yaitu makin tingginya biaya politik, korupsi dan
rusaknya tatanan demokrasi. Ketiga hal tersebut kemudian penulis
jelaskan sebagai berikut:®’

1) Semakin Tinggi Biaya Politik

Dengan adanya praktek money politic, maka sebuah parpol di tuntut
untuk lebih memeras kantong, mengingat sudah terbiasanya
masyarakat dengan pemberian uang dan barang lainnya atau bisa kita

katakan parpol yang lebih banyak mengeluarkan biaya akan keluar

% Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, Jurnal Al- ‘Adalah,
Vol. XlI, No. 3,( Juni 2015), 538.

5 Evi Nur Fitria,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Money Politic”, (Skripsi-
Universitas Islam Negeri Wali Songo 2018), 33.



2)

3)

menjadi pemenang. Oleh karena itu parpol-parpol tersebut akan
berusaha memberikan uang dan semisalnya kapada masyarakat

melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya.
Korupsi

Korupsi merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang,
karena merupakan salah satu cara untuk mengembalikan biaya-biaya
pada saat pemilu/pilkada dan pendapatan resmi pemimpin daerah
tidak memungkinkan untuk menutup biaya pilkada. Oleh karena itu
bisa kita katakan korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal

yang telah di investasikan ketika melakukan kampanye.

Rusaknya Tatanan Demokrasi

Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti rakyat berhak menentukan
pilihannya kepada calon yang di kehendakinya tanpa ada intervensi
dari pihak lain. Namun dengan adanya praktek money politic maka
semua itu seolah dalam teori belaka. Karena masyarakat terikat oleh
parpol yang memberinya uang dan semisalnya. Karena sudah diberi
uang masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol/kandidat yang
memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas
jasa tersebut adalah dengan mencoblosnya. Dengan demikian motto
pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang

terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan.



Dalam persfektif maqgashid al-syari’ah politik uang membawa
kemudaratan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu
dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini
bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan
negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain
dengan cara batil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik
bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislative yudikatif,
maupun kepada masyarakat umum tentu karena syariat memandang

ada sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini.

Secara garis besar politik uang yang selama ini telah terjadi secara
meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi jua merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Politik
uang juga telah memperbesar masalah-masalah yang menyangkut
kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang
tumbuhnya pasaran nasional. Demikian juga politik uang
mempertajam permasalahan masyarakat plural; sedang bersamaan
dengan itu kesatuan. Kemudaratan yang ditimbulkan oleh politik uang

antara lain:%®

1) Bahwa keadilan tidak mungkin tercapai sengan adanya

politik uang. Keputusan yang didasarkan pada politik

%8 Harun al-Rasyid, “Suap dan Politik Uang dalam Pandangan Fikih”, Jurnal :Indo-Islamika, Vol. 6
No. 2,( Juli-Desember 2016), 332.



2)

3)

4)

uang pastilah merupakan Kkeputusan yang bersifat
diskriminatif.

Hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu
adalah sebuah keniscayaan. Padahal menurut Islam uang dan
harta itu harus digunakan untuk jalan yang diridoi oleh Allah
SWT. Bagi penerimanya berarti telah mendapatkan harta dengan
cara yang batil yang tentunya akan mendapatkan laknat dari Allah
SWT. Ketiga, bahwa politik uang atau suap mengakibatkan
hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang seharusnya menjadi
modal utama bagi seorang pimpinan atau pemimpin di dalam
memimpin lembaga akan hilang tergerus dengan kekuatan uang
yang pemberinya adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk
memenangkan persaingan.

Politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak
dianjurtkan dalam agama. Manusia harus selalu berusaha dan
tidak boleh berputus asa dalam rahmat Allah SWT.%°

Politik uang atau suap akan menumbuh suburkan korupsi. Saat
penerimaan tenaga kerja yang diperjual belikan melalui
pemberian dan penerimaan suap, maka akan terjadi tindakan
korupsi selanjutnya yakni penyalahgunaan wewenang atau

jabatan pada saat pegawai tersebut diterima sebagai karyawan.

% 1bid. , 333.



5) Bahwa politik uang dalam proyek-proyek pemenangan ini
menutup pintu persaingan. Padahal dengan persaingan akan
didapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih
baik.

6) Politik uang menyebabkan terbentuknya jiwa-jiwa kerdil, juga
membentuk jiwa-jiwa pemalas yang mengandalkan kekuatan
uang untuk mencapainya,

7) Politik uang mengakibatkan seorang yang lemah kehilangan
haknya atau kesempatannya.

8) Politik uang telah mengakibatkan berkurangnya kualitas sumber
daya manusia yang betul-betul terampil dan professional untuk
bias terjun ke dalam dunia kerja.

9) Setiawan Budi Utomo, sebagaimana dikutip Mashudi Umar®!
menambahkan dampak negatif money politic,tidak hanya
rusaknya mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai
penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik,
melainkan juga turunya kepercayaan masyarakat kepada mereka
secara umum, walaupun sebenarnya banyak yang berbuat baik

namun masyarakat melihat yang buruk saja.%?

% bid. , 334.

61 Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis
Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, (Januari-
Juni 2015), 115.
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BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITIC DALAM REGULASI
PEMILU

A. Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum

Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu
penyelenggara Pemilu di Indonesia selain KPU. Penjelasan mengenai Bawaslu
pemilu ini dapat ditemukan dalam UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.15 Tahun
2011. Pada Pasal 1 angka (7) UU No. 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Badan
Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum diseluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara hierarki kelembagaan, Bawaslu
terdiri dari Bawaslu (RI) yang berkedudukan di Jakarta; Bawaslu Provinsi
berkedudukan di provinsi; Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di Kelurahan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri berkedudukan di Luar Negeri.

Pada pemilu Tahun 2004 tidak mengenal lembaga pemilu yang bersifat
independen, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawas
pemilu dibentuk oleh KPU. Pemilu 2009 dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu yang kemudian
disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap, tetapi bukan
merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap. Bahkan pada tingkat provinsi
dan kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersifat ad hoc.

Melalui uji materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945



kepada Mahkamah Konstitusi, barulah Bawaslu merupakan suatu lembaga
yang bersifat tetap, mandiri, dan nasional, meskipun pada tingkat daerah

bersifat ad hoc.%®

B. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu
di wilayah provinsinya masingmasing, menerima dan menindaklanjuti temuan
dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu
Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum
sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang
penyelenggara pemilihan umum Pasal 75 Ayat 1 disebutkan bahwa : Tugas dan
Wewenang Bawaslu Provinsi adalah :
1) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
2) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan
mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada
yang berwenang
3) Menyelesaikan sengketa pemilu
4) Membentuk Bawaslu Provinsi

5) Mengangkat dan Memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan

83 Sodikin, Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan (Bekasi: Gramata Publising,
2014), 81.



6) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi :

1)  Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi

2) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasaarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI :

3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk
ditindaklanjuti

4)  Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang

5) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi

6) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu

7)  Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



C. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem
Ketatanegaraan

Keberadaan bawaslu sebagai lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk
mengawasi berlangsungnya berbagai tahapan pemilu diharapkan dapat
mendorong pelaksanaan tahapan pemilu berjalan baik. Begitu pula, lembaga
pengawas independen menjadi lembaga alternatif juga diharapkan bisa ikut
mendorong tercapainya pemilu yang bersih dan demokratis. %*

Eksistensi bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang
mengawasi pemilu membuka peluang bagi bawaslu untuk menularkan gagasan
dan praktik terbaik (best practice ) pengawasan pemilu kepada negara-negara
lain. Bawaslu memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan pengawasan
pemilu yang komperehensif dan sistematis sebagai salah satu instrument
pendukung dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan
berintegritas, jika berhasil, bawaslu dapat menjadi acuan bagi negara-negara
lain yang ingin menerapkan pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang
efektif. Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam
mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslu mempunyai beban yang
sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus
dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu.®

Kini, bawaslu menjadi mitra kerja KPU, terutama dalam

merekomendasikan laporan-laporan mengenai adanya kecurangan yang terjadi

® Ni’matul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta:
Kencana, 2017), 110.

8 Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP
(Jakarta: Erlangga, 2016), 187.



selama pemilu berlangsung. Agar hal ini berjalan harmonis dan konstruktif,
maka kedua lembaga tidak boleh saling menegasikan satu sama lain. selain itu
kedua lembaga harus segera melakukan rekonstruksi konstitusional untuk
menghindari pemkanaan dan interpretasi hukum yang berlainan satu sama lain.
KPU dan Bawaslu juga harus melihat pemilu sebagai subsistem ketatanegaraan
sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945. Pemilu adalah salah satu jalan
untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara benar. Sistem pelaksanaan
pemilu harus terus mengalami kemajuan jika demokrasi diharapkan dapat terus

berkembang di Indonesia.

D. Sengketa Politik Uang dalam Pemilihan Umum
1. Sejarah Timbulnya Politik Uang

Menurut pendapat ahli Ellis menyatakan pada zaman Orde Baru (Orba)
terjadi pergeseran paradigma, fenomena politik uang jarang didengar dan
dicatat karena Pemilu selalu dihiasi oleh penggunaan kekuasaan untuk
memenangkan partai pemerintah. Segala kekuatan bersatu padubersangkut
paut memenangkan Partai Golongan Karya. Sehingga Pemilu seolah hanya
seremoni demokrasi belaka. Pemilu diselenggarakan, tetapi kampanye sangat
dibatasi, banyak kandidat didiskualifikasi, dan berbagai peraturan
diberlakukan tidak proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah.

Pasca Pemilu era Orba yakni di era reformasi, pemilihan umum justru
banyak dibumbui oleh fenomena politik uang. Tidak jarang praktiknya
dilakukan secara masif di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, politik uang

menjadi tontonan murahan yang merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks



ini, Pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang demokratis,
adil dan sejahtera. Akhir-akhir ini, bukan hanya Pemilu yang dibumbui dengan
politik uang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, hingga pemilihan
kepala desa (Pilkades) juga tak luput dari aroma menyengat politik uang.
Pendeknya, baik dalam Pemilu, Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu
tampil di depan-mengalahkan visi misi, atau program kandidat dan partai
politik.%®

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada), rakyat
menjadi pihak yang paling menentukan siapa calon yang paling layak menjadi
pemimpin dalam pemerintahan daerah. Rakyat yang memiliki hak pilih dapat
menentukan siapa saja kandidat yang dianggap cakap dan layak berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti platform, visi-misi, program yang
diusung kandidat, rekam jejak kandidat, karakteristik kandidat, janji-janji
politik kandidat, figur kandidat hingga ideologi partai yang mengusung
kandidat.®’

Dalam sejarah kepemiluan, Indonesia juga mengadakan pemilihan umum
kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Ada
269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang secara
bersama-sama memilih kepala daerahnya pada Pilkada serentak 2015. Hal itu
berarti sekitar 53% dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di

Indonesia melaksanakan pilkada secara serentak. Pelaksanaan pilkada itu

® Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di
Indonesia”, Jurnal Antikorupsi Intregitas,Vol. 5 No. 1 (2019), 2.

67 Hariyani, “Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih”, Jurnal
limiah Komunikasi Makna, Vol.6 No.2, (Agustus 2015-Januari 2016), 178.



sendiri didasarkan pada UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota yang dalam perkembangannya direvisi dengan UU No.8
Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk pilkada serentak ke-2, Indonesia akan
melaksanakan ditahun 2017. Ada sekitar 101 daerah yang akan melaksanakan
pilkada Gubernur, dengan perincian pilkada Gubernur ditujuh provinsi yakni
Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan
Papua Barat.®® Dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, pada pemilu

serentak 2015 diwarnai oleh maraknya praktik politik uang.

2. Deskripsi Kasus

Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi penyelenggara
pemilihan umum diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara hierarki kelembagaan, Bawaslu terdiri dari Bawaslu (RI) yang
berkedudukan di Jakarta; Bawaslu Provinsi berkedudukan di provinsi;
Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan
berkedudukan di Kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan
di Luar Negeri. Dalam hal mengawasi dan menyelenggarakan pemilu
pemerintah negara telah mengeluarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Pasal
75 Ayat 1 tentang penyelenggara dan pengawasan pemilihan umum oleh

bawaslu. Berlakunya peraturan pemerintah tersebut tidak menjadi halangan

8 Sri Wahyu Ananingsih,” Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada
Serentak 20177, Jurnal masalah-masalah hukum, VVol.45 No.1, (Januari 2016), 50.



bagi pelaku politik uang dalam pemilihan umum. Karena lemahnya regulasi
pemilu baik dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda
(Pilkada) yang didalamnya masih terbuka celah untuk disiasati, pemberian
tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan
infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga seperti jalan sehat dengan
hadiah atau doorprize serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat
murah.

Dalam pasal 301 UU No. 8 Tahun 2013 mensyaratkan 3 hal mengenai
regulasi masa kampanye, regulasi masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga
regulasi tersebut mempunyai aturan yang berbeda. Dalam masa kampanye
sanksi politik uang diberikan kepada yang terdaftar tim kampanye. Sementara
memasuki masa tenang yang dikenai undang-undang adalah pemilih yang
menerima suap, padahal syarat pemilih harus terdaftar terlebih dahulu sebagai
daftar pemilih tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku penerima suap
tidak terdaftar di DPT. Sedangkan dalam regulasi pada hari pencoblosan adalah
berlaku bagi siapa saja yang menyuap atau menerima suap, hamun yang akan
diberi sanksi hanya pemberi uang saja. Sedangkan dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah Pasal 42, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran
politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan

dilakukan oleh oranglain sebagai suruhan atau merupakan tim bayangan.



3. Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat
menanggapi praktik politik uang dalam pemilihan umum. Berikut adalah hasil
wawancara dengan salah satu warga di Dusun Betiring Ibu Reza Pahlevi.
“Mengenai politik uang/sogok memang sudah terjadi sangat lama hingga
sampai saat ini, perilaku mengenai suap menyuap sebetulnya tidak baik,
namun jika tidak menerima pemberian uang dari calon kandidat akan
disayangkan, dimana kinerja kandidat yang akan terpilih suatu hari nanti
belum tentu bisa mengayomi masyarakat sepenuhnya, dan juga jika calon
kandidat tersebut saudara atau kerabat kita sendiri ya tidak mungkin untuk
bisa menolak, karena kasihan dan dalam bahasa jawanya “sungkan” nanti
dikira tidak mendukung kerabat keluarga yang ingin mencalonkan sebagai
kandidat dalam pemilihan umum?®°

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sudah mampu
mendefinisikan politik uang. Pola transaksi berupa suap dalam masyarakat
menunjukkan pada perilaku transaksional berupa pembelian secara langsung
atau pemberian harga mengenai suara seseorang untuk memberikan suaranya
kepada calon kandidat yang memberikan uang. Sehingga transaksi suap
menyuap tidak bersifat sembunyi-sembunyi lagi namun sudah menjadi
kebiasaan yang melekat pada pola hidup pemilih dan para calon kandidat

pemilu itu sendiri.

8 Reza Pahlevi (Warga Dusun Betiring), Wawancara, Gresik, 24 November 2020.



Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari salah satu mantan
anggota tim sukses pemilihan umum Bapak Pudi “saya tahu dari pengalaman
pribadi saya sebagai salah satu tim sukses/tim serangan fajar,saya mendatangi
beberapa warga dan memberikan sejumlah uang dan sembako dan saya
meminta warga untuk memilih calon kandidat yang saya dukung”’

Melalui peryataan tersebut dapat diungkapkan bahwa masyarakat sudah
semakin pragmatis dalam menentukan pilihan mereka. Pemahaman dan
penilaian materialis sudah mengakar didalam aspek kehidupan masyarakat saat
ini. Intensitas praktik politik uang yang cenderung tinggi tersebut menunjukkan
adanya pengaruh dari modernisasi masyarakat yang pesat, sehingga akan
berpengaruh pada cara pandang dan cara berfikir masyarakat. Meningkatnya
kebutuhan juga menjadikan masyarakat berusaha mendapatkan penghasilan
dan melakukan aktifitas diukur dari keuntungan yang mereka dapati. Pola
masyarakat yang seperti itu dimanfaatkan oleh elit politik dari tingkat lokal

hingga tingkat nasional untuk memobilisasi mereka.

E. Pencegahan Politik Uang dalam Regulasi Pemilu Di Indonesia

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan
dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum,

penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya :"*

0 Pudi (Mantan Anggota Tim Sukses Pemilihan Umum Gresik), Wawancara, Gresik, 24 November
2020.

! Lidya Suryani Widayati, “Penegakan Hukum Terhadap politik Uang dalam Pemilu”, Jurnal
Bidang Hukum, Vol. XI No. 7, (April 2019), 3.



1)

2)

3)

4)

faktor hukum (undang-undang). Meskipun dalam UU Pemilu disebutkan
bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
adalah mencegah terjadinya praktik politik uang, namun dalam UU
tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Oleh karena itu,
dalam praktik tidak jelas apakah memberikan hadiah seperti sarung,
sepeda, dan sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan.

faktor penegak hukum. Dalam UU Pemilu, sentra penegakan hukum
terpadu (Gakkumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak
pidana pemilu termasuk politik uang. Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan
bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola
penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan
Kejaksaan.

faktor sarana prasarana. Dari 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain
tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum
memiliki sarana prasarana sebagaimana yang dimiliki KPK. Di sisi lain,
meskipun KPK memiliki keterbatasan personil dan belum memiliki
perwakilan di setiap provinsi namun KPK memiliki kewenangan lebih
besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan sarana prasarana
yang dimiliki ketiga lembaga tersebut tentunya akan mempengaruhi
penegakan hukumnya.

Faktor masyarakat, Dalam beberapa kajian, masyarakat masih

menganggap “wajar’ politik vang dalam pemilu (Simatupang, 2018:



1297). Oleh karena itu, masih terjadinya politik uang, tidak hanya
merupakan tanggung jawab Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK
untuk menegakkan hukumnya, namun juga memerlukan peranan
masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan
pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak
terlibat dalam politik uang.

5) faktor budaya juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum
kasus politik uang. Mengenai budaya, politik uang jamak terjadi di banyak
wilayah pedesaan DIY (kumparan.com, 7 Maret 2019). Di Bantul
misalnya, politik uang untuk setiap suara masuk dikenal dengan istilah
“bitingan”. "2

Dalam penegakan hukum saling memengaruhi dan mendukung satu sama
lain. Ketentuan undang-undang harus didukung dan ditegakkan oleh penegak
hukum dengan baik dan benar. Penegakan hukum juga harus didukung dengan
sarana dan prasarana yang memadai sehingga para penegak hukum dapat
dengan cepat dan tepat melakukan pencegahan dan pemberantasan politik
uang. Selanjutnya peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan
pemilu yang bebas dari politik uang. Menciptakan budaya untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan
hukum tindak pidana politik uang.

Sebagaimana komunikasi politik, pemilu memiliki jalur dua arah yang

menyediakan bagi pemerintahan dan rakyat, para elit dan masyarakat,

2 1bid. , 4.



kesempatan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi utama dari

pendekatan bottom-up dan top down adalah : "3

1) Rekrutmen Para Politisi
Di negara-negara demokratis, pemilu merupakan sumber utama rekrutmen
politik, juga merupakan proses dimana partai politik mencalonkan
kandidatnya. Para politisi biasanya memiliki daya pikat untuk dipilih,
seperti karisma, keterampilan berorasi dan penampilan yang baik. Namun,
mereka tidak perlu memiliki bakat untuk melaksanakan tugas-tugas
konstituensi, atau terampil dalam menjalankan tugas kementrian. Pemilu
memang tidak diajdikan sarana utama untuk mengisi jabatanjabatan yang
memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus.

2) Pembentukan Pemerintahan
Tergantung sistem pemerintahan yang dipakai, bila sistem pemerintahan
parlementer yang diapaki maka parlemen berperan membentuk
pemerintahan, bila pemilihan langsung terhadap presiden yang dipakai
maka rakyatlah yang berperan membentuk pemerintahan.’

3) Menyediakan perwakilan
Ketika pemilu berlangsung jujur dan kompetitif, pemilu merupakan sarana
dimana tuntutan rakyat disalurkan kepada pemerintah. Kalau penggunaan
inisiatif dan recall tidak ada, maka pemilih tidak memiliki sarana yang

efektif untuk menjamin bahwa mandat mereka dialaksanakan, dengan

3 Dede Sri Kartini, “Demokrasi Pengawasan Pemilu”, Jurnal Of Governance, Vol. 2 No.2,
(Desember-2017), 152.
" 1bid. , 153.



4)

5)

kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi, pemilih dapat memberi
hukuman pada pemilu berikutnya.

Mempengaruhi Kebijakan

Pemilu dapat menghindari pemerintahan yang akan menjalankan
kebijakan radikal dan sangat tidak populer. Hanya dalam kasus-kasus yang
luar biasa, isu tunggal mendominasi kampanye akan berpengaruh pada
kebiijakan publik. Dapat pula dikatakan kebijakan politik yang digariskan
dalam pemilu . memiliki sedikit pengaruh pada kebijakan. Kebijakan
pemerintahan, bagaimanapun lebih dibentuk pada keadaan kondisi riil,

misalnya keadaan ekonomi daripada pertimbangan sektoral.

Mendidik Para Pemilih.

Kampanye dapat dijadikan sarana bagi para pemilih untuk menseleksi
beragam informasi, partai politik, kandidat, kebijakan, beritaberita teetang
petahana yang terkini, dan sebagainya. Namun, semua hal tersebut akan
menjadi pendidikan para pemilih jika informasi yang disediakan dan
bagaimana diediakan, memunculkan ketertarikan masyarakat sehingga
dapat memunculkan diskusi dan debat, bukan sebaliknya mendorong pati
dan alienasi. Ketika kandidat dan partai politik, sekedar melakukan
pendekatan kepada pemilih, seperti memberikan informasi yang tidak
lengkap dan tidak benar, maka ini berarti partai dan kandidat tidak
memberikan pendidikan pemilih. Dalam hal ini partai politik dan kandidat
memberi sumbangan kesalahan yang besar dalam mengisi pemikiran

pemilih.



6)

7)

Membangun Legitimasi

Alasan rezim otoriter selalu melakukan pemilu, meskipun pemilu tersebut
tidak kompetitif, ini dikarenakan pemilu turut membantu memperkuat
legitimasi. Melalui pemilu suatu rezim memperoleh pembenaran bagi
sebuah sistem kekuasaan. Bagaimanapun kampanye dapat dijadikan
sarana untuk memperkuat status calon dan pengaruh seremonial pada
kandidat. Hal yang terpenting dari pemilu adalah dapat mendorong warga
untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun hanya sekedar memilih.
Pemilu bagaimanapun dapat menggalang kesepakatan aktif dari pemilih.
Memperkuat Para Elit

Pemilu juga dapat menjadi sarana bagi para elit untuk memanipulasi dan
mengendalikan masyarakat. Ketidakpuasan dan penentangan politik dapat
dinetralkan oleh pemilu yang menyalurkan ketidakpuasan tersebut ke
dalam sebuah konstitusi, dan memungkinkan pemerintahan untuk datang
dan pergi sementara rezim itu tetap bertahan. Pada saat yang sama, elit
dapat memberikan pada warga bahwa rakyat memiliki kekuasaan atas

pemerintahan.



BAB IV
TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENCEGAHAN
POLITIK UANG DALAM PEMILU INDONESIA

A. Tinjauan Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Indonesia
Upaya pencegahan Politik Uang merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan keadilan , kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan untuk
mencegah suatu kejahatan dalam hal ini adalah politik uang (Money Politic).
Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Arif Barda Nawawi
memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau
kejahatan memiliki 3 (tiga) sifat upaya yaitu upaya awal mencegah terjadinya
tindak pidana (pre-emtif), penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan
(preventif) dan, upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif)
Upaya penanggulangan kejahatan terus di lakukan oleh pemerintah maupun
masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus
menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah
tersebut ialah :
1. Upaya Pencegahan Politik Uang Pre-Emtif
Dalam upaya pencegahan Pre-Emtif semua aspek harus turut ikut
serta dalam mencegah adanya kesempatan, contoh nya masyarakat harus
cerdas di dalam kampanye seorang calon, jika calon tersebut bagi-bagi

sembako kepada masyarakat maka sebagai masyarakat jangan langsung di

> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana,( Bandung: Citra Aditya Bakti: 2002), 68.



terima sembako tersebut tanyakan tujuan dan niat dari pasangan calon
tersebut terlebih dahulu. Jika masyarakat sudah menolak sembako dari
pasangan calon tersebut maka otomatis niat pasangan calon untuk
melakukan politik uang (Money politic) jadi hilang.®
2. Upaya Pencegahan Politik uang Preventif

Pencegahan tindak pidana politik uang (Money politic) dilakukan untuk
mencegah terjadinya atau timbulnya tindak pidana yang pertama Kali.
Mencegah terjadinya tindak pidana lebih baik daripada mencoba untuk
mendidik pelaku tindak pidana untuk menjadi lebih baik kembali,
sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha
memperbaiki pelaku tindak pidana perlu diperhatikan dan diarahkan agar
tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan upaya preventif diutamakan
karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu
keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif menduduki posisi kunci
dan strategis dari seluruh upaya politik kriminil. Upaya preventif ini adalah
untuk memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu. Dengan demikian
dilihat dari sudut kriminal, Seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu
mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus

diintensifikasikan dan diefektifkan.

8 M. Tetuko Nadigo Putra A.T. , “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada
Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung”,( Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), 7.



1. Upaya Represif Pencegahan Politik Uang
Upaya penal atau represif merupakan upaya pencegahan kejahatan yang
lebih menitikberatkan pada sifat penindakan, pemberantasan, atau
penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Upaya penindakan diharapkan
dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi
perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan efek rasa takut bagi
masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana/ditindak
apabila tertangkap aparat penegak hukum. Kepolisian juga meminta
kepada seluruh lapisan element agar turut memberantas politik uang
(Money politic) termasuk masyarakat juga harus berperan aktif dalam
pemilu, jika masyarakat tersebut melihat tindakan politik uang masyarakat
harus cerdas tidak menerima politik uang (Money politic) tetapi segera
melaporkan ke dalam kepolisian karena di dalam Undang-Undang No 10
Tahun 2016 tentang Pilkada pelaku politik uang bisa dipidana.
2. Upaya Pencegahan Politik Uang Berdasarkan Regulasi Pemilu Di
Indonesia
Mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran pemilu diuraikan lebih
lanjut sebagai berikut :
1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu
Berdasarkan Pasal 254, 255 dan 256 dalam UU No. 8

Tahun 2012 mengenai penyelesaian pelanggaran



administrasi pemilu dilakukan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota
membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran
administrasi pemilu.

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus pelanggaran administrasi paling 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan
pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau
peringatan tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam peraturan KPU.



2.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian sengketa pemilu ini diatur dalam pasal 258 ayat (1)
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
yang disinkronkan dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu yakni diselesaikan oleh Bawaslu. Bawaslu
dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa
definisi yang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran
administrasi pemilu sangat luas. Tidak mengherankan apabila
kemudian tercatat pelanggaran administrasi menempati persentasi
yang tertinggi dalam jumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu
anggota DPR, DPD dan DPRD. Banyaknya jumlah pelanggaran
administrasi  ini  perlu menjadi keprihatinan.  Pendefinisian
pelanggaran administrasi dengan menggunakan sistem residu (sisa),
yaitu selain pelanggaran pidana dan kode etik menjadikan semua
pelanggaran selain kedua jenis pelanggaran tersebut dikategorikan
sebgai pelanggaran administrasi. Padahal seharusnya penetapan
kategori sebagai pelanggaran administrasi harus disesuaikan dengan
konsep hukum administrasi. Salah satu hal yang penting untuk

diperhatikan adalah pelanggaran administrasi tidak bisa dilakukan



olen badan atau orang yang tidak mengelenggarakan urusan
administrasi (negara).

Pelanggaran administrasi terjadi apabila masuk dalam kategori
maladministrasi. Dengan demikian, kampanye yang dilakukan oleh
peserta pemilu seharusnya tidak masuk dalam kategori pelanggaran
administrasi, namun masuk dalam kategori pelanggaran kampanye,
pelanggaran “teknis” administrasi, atau pelanggaran prosedur yang
mekanisme penanganan dan penyelesaiannya harus dibedakan dengan
pelanggaran administrasi, serta tidak diatur secara rinci dalam
undang-undang melainkan pada peraturan di bawah undang-undang
yang sifatnya pedoman teknis.

Menurut peneliti, kesadaran politik masyarakat pemilih dapat
ditingkatkan dengan berbagai upaya sosialisasi oleh Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bersinergi dengan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas (Panwas), dengan
menggunakan berbagai instrumen media komunikasi atau media
massa, baik melalui cetak, elektronik, media sosial, maupun sarana-
sarana komunikasi efektif lainnya. Sosialisasi tidak hanya berisi
informasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pilkada secara jujur
dan independen tetapi juga menyampaikan informasi tentang sanksi
pidana bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang
yang sanksi pidananya tidak hanya yang memberi uang tetapi juga

yang menerima uang.



B. Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang

Dalam Pemilihan Umum Indonesia

Figh Siya>sah Dustu>riyah adalah bagian figh siya>sah yang membahas
mengenai permasalahan perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga
membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan syura’ yang merupakan
pilar penting dalam suatu perundang-undangan. Jika menganalisis
pertimbangan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika dikaitkan
dengan hukum islam (figh siya>sah) yang membahas tentang haramnya politik
uang atau risywah (suap) akan menemukan persamaan dan bersesuaian antara
lain :
Dalam Pasal 84 Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang
menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan,
d. Memilih calon anggota DPD tertentu.
Yang dimana pasal tersebut melarang adanya suap. Dalam Al-Qur’an

telah melarang juga masalah tentang suap/menyuap. Dalam



firmanAllah Q.S. Al-Bagarah ayat 188 dan Q.S. Al-Anfal ayat 27

yang berbunyi :

4
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Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan
(janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan
dosa, padahal kamu mengetahui-’’

;o..of os /‘B:};j‘)yjj\jm\ \)J#Y\}M:\JJJ‘L@:\J

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui.”®
Ayat diatas menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain secara
bathil, yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling ridho,
atau merasa terpaksa dalam bentuk dan cara apapun. Risywah adalah salah
satunya, karena risywah/suap dapat menyebabkan dipermainkannya suatu
hukum.

Suap dengan tujuan meraih jabatan atau pekerjaan berarti mengkhianati
Allah. Karena penerima suap tersebut telah menyerahkan posisi jabatan yang

semestinya tidak berhak untuk mendudukinya. Oleh karena itu risywah/suap

diharamkan menurut hukum syara’.

" Al-Qur’an, 2:188.
8 Al-Qur’an, 8:27.



Jual beli hak suara yang dipraktikkan dalam pemilu merupakan tindakan
yang melanggar norma negara dan agama. Perbuatan tersebut tergolong dalam
risywah yang merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik
memberi ataupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaknat praktik
money politic yang sesungguhnya merupakan salah satu tindakan penyuapan
yang meluluhlantakkan tata nilai dalam masyarakat yang sejatinya dipelihara
dan dijunjung tinggi. Karena itu money politic dapat juga dikatakan sebagai
tindakan pidana korupsi, yang merupakan suatu virus yang dapat menggrogoti
dan melemahkan moral dan etos kerja masyarakat.

Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula.
Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam
menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah menggangkat umatnya
sebagai seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifan) nabi, untuk
mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian
seorang imam diasatu pihak adalah pemimpin agama, dan dilain pihak adalah
pemimpin politik. Adapun syarat-syarat yang legal untuk menjadi seorang

pemimpin oleh Al-Mawardi diantaranya :"®

a. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
b. llmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan

kontemporer dan hukum-hukum.

¥ Nanda Firdaus Puji Istiqgomah, “Penggunaan Money Politic dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif
Figh Siyasah dan Hukum Positif” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2020) 68.



. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat
langsung menangani tugas kepemimpinan.

. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan
bereaksi.

. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur
kepentingan negara.

. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan
memerangi musuh.

. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’
para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh

dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non

Quraisy.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya,

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1.

Politik Uang merupakan tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang
milik partai atau pribadi). Publik memahami politik uang sebagai praktik
pemberian uang, barang, hadiah, pemberian fasilitas kepada masa (Voters)
secara berkelompok ataupun individual saat berkampanye sampai masa
menjelang pencoblosan pemilihan umum, untuk mendapatkan keuntungan
politis (Political again) agar para kandidat terpilih dalam pencalonan yang
dilakukan saat pemilihan umum.

Menurut figh siyasah, money politic adalah risywah atau suap yakni hal
yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan
syara’, Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu
yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan
tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan
pribadi atau orang lain. Dalam Islam, ada beberapa istilah yang terkait
dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sarigoh,
hirobah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi
semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta

dengan cara yang tidak benar. Dalam al-Qur’an, risywah digolongkan



dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti
merampok, menipu, memeras dan termasuk praktek jual beli hak suara
untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-

undangan sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.

B. Saran

1. Pengalaman yang terjadi dalam Pemilu sebelumnya harus menjadi pelajaran
untuk dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa. Pertama,
disarankan ada pendefinisian yang jelas mengenai pelanggaran administrasi
dan sengketa tata usaha negara Pemilu dengan menggunakan konsep hukum
administrasi. Kedua, pelanggaran yang terjadi seringkali karena ada
perbedaan persepsi antara KPU, Bawaslu, dan peserta Pemilu. Untuk itu
peraturan pelaksanaan dari undang-undang harus telah ditetapkan sebelum
tahapan berlangsung dan disosialisasikan secara luas.

2. Bagi masyarakat senantiasa sadar akan bahaya dari money politic dan tidak
terpengaruh olehnya, untuk kelangsungan kehidupan bernegara serta diri
sendiri ketika dimintai pertanggungjawaban kelak. Dan bagi tokoh agama
disarankan untuk senantiasa memberikan dakwah dan pengertian mengenai
bahaya dari politik uang kepada masyarakat luas agar mengetahui dampak

negatif yang ditimbulkan serta menjauhi perbuatan tersebut.
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